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Sejarah Pembentukan MK Indonesia

PRA-
KEMERDEKAAN Sidang BPUPKI Yamin vs 

Soepomo
Gagasan

“menguap”

ORDE LAMA Perubahan
Konstitusi Konstituante Kembali ke

UUD 1945

ORDE BARU Aspirasi IKAHI UU Kekuasaan
Kehakiman

Judicial review 
terbatas di MA

REFORMASI Legislative 
review di MPR

Amendemen 
UUD 1945

Lahir
Mahkamah
Konstitusi



TNI/POLRI

dewan 
pertimbangan

kementerian 
negara badan-badan lain 

yang fungsinya 
berkaitan dengan 
kekuasaan 
kehakiman

KY

UUD 1945

kpu bank 
sentral

DPR DPDMPR

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam
Sistem Ketatanegaraan Indonesia

BPK MA MKPresiden

PUSAT

DAERAH

Lingkungan 
Peradilan TUN

Lingkungan 
Peradilan Militer

Lingkungan 
Peradilan Agama

Lingkungan 
Peradilan Umum

Perwakilan 
BPK Provinsi

Pemerintahan Daerah  
Provinsi

DPRDGubernur

Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota

DPRDBupati/
Walikota



Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1
• Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945

2
• Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

3
• Memutus Pembubaran Partai Politik

4
• Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

5
• Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai Dugaan 

Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden



Hierarki Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945

KETETAPAN 
MPR

UU / PERPPU

PERATURAN PEMERINTAH

PERATURAN PRESIDEN

PERATURAN DAERAH PROVINSI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pengujian UU 
terhadap UUD 
oleh Mahkamah 
Konstitusi

Pengujian 
Peraturan 
Perundang-
undangan  di 
bawah UU 
terhadap UU 
oleh Mahkamah 
Agung



Contoh Putusan PUU di MK

§ Putusan-Putusan PUU terkait PEMILU:

§ KTP/Paspor untuk memilih bagi yang tidak terdaftar di DPT

§ Sistem Pemilu dari nomor urut menjadi suara terbanyak

§ Ambang Batas Parpol di Parlemen (Electoral & Parliamentary 
Threshold)

§ Pilpres dengan dua Pasangan Calon

§ Pelaksanaan Pemilu Serentak

§ Syarat Calon Anggota DPD
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Contoh Putusan PUU di MK

§ Lanjutan:
§ Syarat Tidak Pernah Dipidana untuk Calon Kepala Daerah

§ Calon Tunggal Kepala Daerah

§ Hak Pilih bagi Penderita Gangguan Jiwa

§ Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah

§ Kampanye di Lembaga Pendidikan Kampus

§ Persyaratan Partai Politik mengajukan Calon Kepala Daerah

§ Persyaratan Usia Calon Kepala Daerah

§ dsb.
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Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota: 45 hari

Perselisihan Hasil Pemilihan
Kepala Daerah

Tenggang Waktu mengajukan
Permohonan: 3 hari



PESERTA 
PEMILIHAN

PENETAPAN 
PEROLEHAN SUARA
HASIL PEMILIHAN

PENYELENGGARA 
PEMILIHAN

PERSELISIHAN HASIL PEMILU



Para Pihak dalam
Perselisihan Hasil Pemilihan

q PEMOHON:
1. Pasangan Calon Gubernur, Bupati, Walikota
2. Pemantau Pemilihan yang telah Terakreditasi

q TERMOHON:
§ KPU Provinsi
§ KPU Kabupaten/Kota

q PIHAK TERKAIT 

q PEMBERI KETERANGAN: BAWASLU



Dinamika dan Perkembangan Penanganan PHP

Progresivitas Hukum Acara dan 
Putusan MK

Mahkamah 
Konstitusi

Penyelenggara
Pemilu

Para Pihak

Adanya Perbedaan Perspektif



Pergeseran Paradigma

Keadilan Prosedural

Keadilan Substantif

Sesuai dengan ketentuan UU dan terbatas pada hasil 
rekapitulasi penghituangan suara

Pendekatan progresif untuk mencapaik keadilan substantif
apabila terdapat kebuntuan atau ketiadaan hukum yang 

mengatur suatu persoalan



Contoh Jenis Pelanggaran Pemilu

• Ketidaknetralan ASN 
atau Penyelenggara
Pemilu

• Intimidasi secara Fisik, 
Sosial, ataupun Politik• Kesalahan 

Penghitungan dan/atau 
Rekapitulasi Suara

• Pengabaian Perintah 
KPU atau Rekomendasi 

Bawaslu

• Money Politics           
(Vote Buying)

• Rasionalitas Jumlah 
Penduduk dan DPT

• dan lain sebagainya



Pelanggaran TSM dan Signifikan

T

S M

+

Terstruktur
Pelanggaran melibatkan atau dilakukan aparatur 

negara, penyelenggara Pemilu, atau tim pemenangan 
secara berjenjang 

Sistematis
Pelanggaran dilakukan secara terencana dan 

telah dipersiapkan sebelumnya

Masif
Pelanggaran dilakukan secara meluas, tidak 

sporadis atau tunggal

Signifikan
Pelanggaran atau kesalahan penghitungan suara 

dapat mengubah perolehan kursi atau kemenangan 
pasangan calon



Pergeseran Penerapan
Ambang Batas Permohonan
Sengketa Hasil Pilkada
(Pasal 158 UU Pilkada)

Pilkada 2015/2016 2017-2018 2020/2021

PROVINSI AMBANG 
BATAS

KABUPATEN/KOTA

P ≤ 2.000.000 2% P ≤ 250.000

2.000.000 < P ≤ 6.000.000 1,5% 250.000 < P ≤ 500.000

6.000.000 <  P ≤ 
12.000.000

1% 500.000 < P ≤ 1.000.000

P > 12.000.000 0,5% P > 1.000.000

Persidangan
Pendahuluan

Persidangan
Pemeriksaan

Persidangan
Pemeriksaan (Lanjutan)

Persidangan
Pembacaan Putusan

Setidaknya terdapat lima daerah yang disimpangi syarat ambang batas  
dalam PHP Tahun 2020/2021



Transformasi Sistem Noken

Pemilu 2009: Noken di Yahukimo Konstitusional

Pemilu 2014: Penerapan Noken pada Wilayah Terbatas

Putusan Nomor 1/PHPU.Pres-XII/2014

Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009

Putusan Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014

Mendorong terjadinya integrasi sistem Pemilu secara nasional

16 Kabupaten                  
(< 2018)

14 Kabupaten 
(2018)

12 Kabupaten 
(2019)

1 Kabupaten 
(2020)



Tindak Lanjut Putusan

Penghitungan Suara Ulang Pemungutan Suara Ulang

Apabila terjadi kesalahan 
penghitungan suara atau 
pelanggaran dalam proses 
rekapitulasi suara maka 
Mahkamah memerintahkan agar 
dilakukan Penghitungan Suara 
ulang pada TPS atau wilayah 
tertentu

Apabila terbukti terjadi 
pelanggaran yang mengakibatkan 

tidak dapat digunakannya hasil 
rekapitulasi yang ada maka 

Mahkamah memerintahkan agar 
dilakukannya Pemungutan Suara 

Ulang

Putusan Sela Putusan Akhir

Umumnya: Tidak Diterima | Menolak | Mengabulkan

Pasca PSU, terdapat daerah yang langsung mengusulkan 
pelantikan, bahkan sudah ada yang melantik Kepala Daerah 
tanpa menunggu PHP Pilkada Putaran ke-2. Seharusnya
menunggu apakah ada yang mengajukan sengketa ke MK 
atau tidak

Catatan: 
PSU ini juga berimplikasi pada
Pengeluaran anggaran daerah



Dalil Permohonan dalam PHP 2020/2021

Pengurangan Suara
19 (5%) Penggelembungan 

Suara
29 (8%)

Pelanggaran 
Administrasi 
Pemilihan
61 (16%)

Daftar Pemilih
43 (11%)

Pelanggaran Etik 
Penyelenggara

52 (14%) 
TSM

10 (3%)

Netralitas ASN, TNI, 
dan POLRI
44 (12%)

Politik Uang
50 (13%)

Penyalahgunaan 
Program 

Pemerintah
14 (4%)

Intimidasi dan 
Mobilisasi
24 (6%)

Pidana Pemilihan
4 (1%)

Penyalahgunaan 
Kewenangan

19 (5%)

Lain-Lain
7 (2%)



Statistik Perkara PHP di MK

Catatan: Dalam PHP Kepala Daerah 2020 tidak menggunakan pola PSU



Catatan untuk Pelaksanaan Pilkada 2024

Harus dipastikan tidak ada 
perusahaan atau pihak-pihak 

lain yang menghalangi 
penggunaan hak pilih warga 
negara, khususnya di masa 

pandemi

Pemenuhan Hak Memilih

Konsistensi penerapan
Keputusan KPU dalam hal

penggunaan sistem noken di 
Papua

Sistem Noken

Penyusunan DPT harus benar-benar
dilakukan secara cermat dan logis

Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pemenuhan syarat pencalonan 
harus diteliti lebih baik lagi, 
antara lain, (1) persyaratan 
jeda waktu 5 (lima) tahun sejak 
terpidana selesai menjalani 
hukumannya; dan (2) 
persyaratan kewarganegaraan 
Indonesia.

Verifikasi Syarat Pencalonan

Penyelenggara Pemilu di setiap jenjang 
harus lebih profesional, khususnya pada 
saat melakukan penghitungan dan 
rekapitulasi suara serta penetapan dan 
pengumuman hasil rekapitulasi

Menjaga Profesionalitas

Optimalisasi pengawasan agar 
tidak terjadi pelanggaran 
berupa mobilisasi, pencatatan 
daftar hadir, penggelembungan 
suara, penggunaan dan 
perusakan kertas suara, kotak 
suara tidak tersegel, dsb.

Perkuat Pengawasan
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